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PENETAPAN 

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Blg 

 بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada 

tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang 

dilaksanakan di Pangururan, Kabupaten Samosir, Majelis telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh: 

Nama Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Petani, tempat kediaman di Kabupaten Samosir, selanjutnya 

di sebut sebagai Pemohon I; 

dan 

Nama Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Petani, tempat kediaman di Kabupaten Samosir, selanjutnya 

di sebut sebagai Pemohon II. 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang 

berkaitan dengan berkas perkara tersebut. 

Telah mendengar keterangan Para Pemohon 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah 

dengan surat permohonan bertanggal 4 Juni 2020, yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 

18/Pdt.P/2020/PA.Blg. pada tanggal 4 Juni 2020, dengan beberapa perbaikan 

secara lisan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah 

secara Islam pada tanggal 12 Januari 2020 dengan wali nikah Nama Wali 

Nikah di Kabupaten Samosir, dengan disaksikan dua orang saksi masing-

masing bernama Saksi-saksi Nikah dengan mas kawin Seperangkat alat 

shalat; 
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2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, disebabkan Pemohon I dan 

Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah 

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, kelengkapan berkas nikah 

yang tidak tersedia serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke 

Pengadilan Agama;  

3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan 

Pemohon II bersetatus gadis; 

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan 

darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar’i 

dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;  

5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan 

Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I; 

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam 

rumah tangga di Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian, hidup rukun, 

dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai 

dan tidak pernah murtad; 

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum 

dikaruniai orang anak; 

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar 

perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat 

memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu 

keluarga dan serta untuk keperluaan lainnya;  

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli 

Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 470/96/TSH/SKD/V/2020 tanggal 

29 Mei 2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 

Kabupaten Samosir; 

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan 

Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. 

Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna 
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memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai 

berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan 

Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 

2020 di Kabupaten Samosir;  

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara. 

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan 

yang seadil-adilnya 

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama 

Balige pada tanggal 4Juni 2020. 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon 

hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon 

agar menghubungi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat 

dilangsungkan pernikahan untuk memperoleh akta nikah. 

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim 

Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut 

permohonannya. 

 Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya 

telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak 

terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini 

cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon 

adalah sebagaimana tersebut di atas. 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan 

diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal 

di Kabupaten Toba Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan 

Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 
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diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balige. 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut 

perkaranya secara lisan di persidangan atas kehendak Para Pemohon, maka 

sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan 

perkara aquo. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Balige Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 4 Juni 2020, maka Para Pemohon 

dibebaskan dari membayar biaya perkara ini. 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkenaan dengan perkara ini. 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 

18/Pdt.P/2020/PA.Blg dari Para Pemohon. 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara.  

3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara. 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I. 

sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada 

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota 

dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarok 

Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para 

Pemohon. 
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Hakim Anggota I, 

 

 . 

 

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. 

Hakim Anggota II, 

 

 . 

 

Rifazul Azdmi, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

 . 

 

Muzakir, S.H.I. 

 

 

 

 

Panitera Pengganti, 

 

 . 

 

M. Zaki Mubarok Panjaitan, S.H.I., M.H. 

 

Biaya perkara: Rp0,00 
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